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PERATURAN KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
memperhatikan perkembangan masyarakat terhadap
pembangunan, mengakibatkan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi;

bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian dalam penataan ruang
kabupaten diperlukan suatu aturan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara
di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5049);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri 13 Tahun 2006);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu
Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat
dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau di
bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas permukaan air.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang Pribadi atau Badan,



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam

rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk
pemungutan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan
luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang.

Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang.

Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk
mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan
(KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan
(KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi
yang menempati bangunan tersebut.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas atau
merubah sesuatu bangunan atau bagian daripadanya yang termasuk
melaksanakan pekerjaan pada tanah bangunan.

Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian-
bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya
terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan
dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya
terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan umur bangunan dinyatakan kurang dari
15 (lima belas) tahun.
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Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya
terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan sejenisnya dan umur bangunan
dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari
satu ke bawah/ke atas.

Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai
dari permukaan tanah.

Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah jumlah harga
dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan atau
mendirikan bangunan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan rencana.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat
kelengkapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang
diberikan kepada wajib retribusi yang menjadi bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutya disingkat
SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi
yang masih harus dibayar.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas
pemberian Izin Mendirikan Bangunan..

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk

(2)

(3)

mendirikan suatu bangunan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang,
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien
luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non
permanen.



Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin
Mendirikan Bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi
Perizinan tertentu.

BAB IV
JENIS BANGUNAN

Pasal 6

(1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

a.

b.

Fungsi hunian terdiri atas bangunan gedung hunia rumah tinggal
permanen dan semi permanen.

Fungsi keagamaan terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara,
klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.

Fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan gedung olahraga,
bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan
pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan,
bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo,
panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.

Fungsi ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/shoping
center, sport hall dan/atau hiburan.

Fungsi Usaha terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko,
rukan, mal/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.

(2) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a.

a0 o

5ot o

pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf
dan lain-lain sejenisnya;

pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;

septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejeninya;
sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;

teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;

dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;

. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan jalan perumahan dan

lain-lain sejenisnya;

penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu
listrik gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain
sejeninya;

kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;

gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain
sejenisnya.



